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ABSTRAK

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur 3 jenis putusan
yang bisa dijatuhkan oleh hakim saat proses peradilan pidana. Muncul persoalan
bagaimana apabilaada terdakwa yang berbuat salah dan terbukti secara sah serta
meyakinkan, akan tetapi apabiladikenakan suatu pemidanaan maka akan muncul
suatu benturan antara kepastian hukum dengan keadilan hukum. Pasal 54 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) memperkenalkan asas baru yakni Rechterlijk Pardon, atau yang
dikenal sebagai pemaafan hakim. Pasal tersebut memberikan pedoman bagi proses
pemidanaan melalui pertimbangan berbagai faktor yang berhubungan dengan
keadilan dan kemanusiaan. Pasca penambahan pasal tersebut, muncul pula
kebutuhan akan pembaharuan KUHAP dengan penambahan jenis putusan
pemaafan hakim dalam Pasal 191 KUHAP. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian normatif dengan menggunakan sumber primer dan sekunder.
Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan,
pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini adalah
mengkaji pentingnya penambahan putusan pemaafan hakim dalam Pasal 191
KUHAP agar pembaharuan hukum pidana di Indonesia memiliki satu keselarasan,
antara kebutuhan pembaharuan hukum materiil dan formil. serta menciptakan
sistem peradilan yang lebih adil, manusiawi. dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat. Putusan pemaafan hakim akan ideal jika dimasukkan dalam Pasal
191 ayat (4) KUHAP, dengan syarat terdakwa terbukti melakukan perbuatan
tindak pidana, namun hakim menemukan aspek ketidakadilan apabila
menjatuhkan hukuman pidana, dan berbagai syarat lain yang diadopsi dari
Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021.

Kata Kunci: Rechterlijk Pardon; Putusan Pemaafan Hakim; Pembaharuan
KUHAP; Restorative Justice.
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ABSTRACT

The Criminal Procedure Code (KUHAP) regulates three types of verdicts that can
be handed down by judges during the criminal trial process. A dilemma arises
when a defendant is proven guilty beyond a reasonable doubt, but imposing a
penalty would result in a conflict between legal certainty and legal justice. Article
54 paragraph (2) of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code
(KUHP) introduces a new principle, namely Rechterlijk Pardon, or judicial
pardon. This article provides guidelines for sentencing by considering various
factors related to justice and humanity. Following the inclusion of this article,
there is also a need for the reform of KUHAP by adding a provision on judicial
pardon in Article 191 of KUHAP. This study employs a normative research
method using primary and secondary sources. The research approach combines
statutory, comparative, and conceptual approaches. The findings of this study
highlight the importance of incorporating judicial pardon into Article 191 of
KUHAP to align the reform of substantive and procedural criminal law, thereby
creating a more equitable, humane, and responsive judicial system that meets
societal needs. Judicial pardon would be ideal if included in Article 191
paragraph (4) of KUHAP, under the condition that the defendant is proven to
have committed a criminal act, but the judge identifies an injustice in imposing a
criminal sentence. Additional requirements can be adopted from the Attorney
General’s Regulation No. 15 of 2020 and the National Police Chief Regulation
No. 8 of 2021.

Keywords: Rechterlijk Pardon; Judicial Pardon; KUHAP Reform; Restorative
Justice.
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